Bab 6

imika Partai Politik di Indonesia:
Orde Baru dan Reformasi

wluan

kunyas sem palitik otoriter dimasaordebaru secaralangsung
ruhi dinamikapartai politik yang adapadamasaitu. Di
Jaru, penguasamel akukan berbagal upayanon demokratis

politik yang bukan pendukung pemerintah tidak ber-
bahkan menjadi bonsai. Di eraorde baru muncul sistem
multi partai dengan satu partai dominan, yakni golongan
Aiknyadi erareformas berlaku sistem politik yang lebih
,sehinggamemunculkan Sstem kepartaian multi partal tanpa
nan mirip sstem kepartai an padapemilu 1955. Dinamika
ik di masaini menarik untuk dibahas, adanya perbedaan
tik yang bertolak belakang di duaeraini.

ahmempe gari bab 6ini secaraumum mahasiswadiharap-
nemahami dinamikapartai politik dan sistem kepartaian
1tuk padamasaorde baru dan ordereformasi. Sedangkan
sus mahas swadiharapkan dapat:

getahui upaya-upayapenyederhanaan partai politik yang
:ukan oleh pemerintah orde baru, sehinggamuncul sstem
rtalan multi partai dengan satu partai dominan.
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angetahui factor pendukung munculnyasistem kepartaian
IIti partai tanpaparta politik dominandi erareformasi.
angetahui metode penyederhanaan partai politik yang
akukandi erareformas.

ai Politik di Era Orde Baru

Lorde baru ditandai dengan mulai berkuasanya Soeharto di
65 sampai dengan tahun 1998. K ehidupan partai politik di
ebaruditandal dengan berbagai usaha penguasauntuk me-
jumlah dan peran partai politik di parlemen, di kabinet dan
tivitasakar rumput. Kisah pengurangan jumlah partai politik
etikasoeharto membekukan PK | dan Partindo yang diduga
bat dalam gerakan 30 September 1965 berdasarkan surat
sebelasmaret dari presiden Soekarno yang sampai saat ini
ntrovers apais perintah yang sebenarnyaadadaam surat

nudian usahamengurangi jumlah partal politik terusdiupaya-
penguasasebelum pemilu 1971. Usahatersebut antaralain
iendesak PNI yang dianggap dekat Soekarno untuk mem-
diri di tahun 1967. Kemudian penguasamenol ak rehabilitas
asyumi di tahun 1968. SelanjutnyaParmus yang dianggap
Aasyumi ditetapkan pimpinannyaoleh pemerintah ordebaru
70. Keinginan Hattadan aktivisHM | untuk mendirikan Partai
| ditolak pendirian status hukumnyaoleh pemerintah orde
icanakongresumat 1dam tahun 1969 untuk membangkitkan
Yartal Masyumi dilarang dan banyak anggotaM asyumi dibuat
a menggunakan hak pilihnya.

ANitu penguasaordebarujugainginmempunya “ partai politik”
g dibesarkan meldui cara-carayangtidak fair. Kendaraan
dalah golangan karya, yang dijadikan “ partai” pendukung
1dengan tuj uan memperoleh dukungan massadaam pemilu.
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nbesarkan golongan karya, penguasaorde baru memberi-
syang luar biasatermasuk dukungan peraturan perundangan
Ing oleh militer untuk menindas partai-partai politik yang
xsaing politik Golongan Karyaagar kalah dalam Pemilu.
Jer yang sdamaini menjadi pendukung PNI dilarang menjedi

rtai politik berdasarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun
iudian militer menekan basis-basis PK 1, dan Masyumi di

Intuk berpaling mendukung Golkar.

1itu penguasaordebaru melaui Ali Murtopo mengusulkan
utahun 1967 kepadaparlemen yangintinyamenguntungkan
{aryadanABRI, yakni pemakaian sstem pemilihandidrik,

dapatkan kurs di DPR tanpaikut Pemilu dan menjadikan
ebagal satu-satunyaasaspartai dan ormas. Namun usul

Htersebut mendgpat tentangan kerasdari partal politik, namun
leh kesepakatan padatahun 1967 yakni penggunaanSstem
sorsionda dan presiden berhak mengangkat 100 kurs Parle-
1komposs 75ABRI dan25nonABRI. Kemudian Soeharto
i presiden tanggal 27 Maret 1968 dan Pemilu ditunda
N 1971.

Pemilutahun 1971 Pemilu 3juli 1971 : Golkar (62,82%),
%), Parmusi (7,36%), PNI (6,93%) dan 6 partai lainnya
%. Kemudian sesuai kesepakatan 100 kursi parlemen
kepada 75 kurs untuk ABRI, dan 25 kurs kalangan yang
ual keinginan penguasaordebaru. Kemenangan Golongan
:ambah 100 kurs parlemen memudahkan Soeharto kembdi
nusaha-usshamengurangi jumlah partal politik dilanjutkan
andafus partai politik di tahun 1975. Partai politik yang
sa’ bergabung ke dalam 3 kelompok dan memakai azas
ncasilaberdasarkan UU No.3 tahun 1975. Dampak dari
ndang tersebut Indonesiahanyamemiliki 3 partal politik
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longan Nasionalisterdiri dari Partai Katolik, Parkindo, PNI,
| dan MurbaBersatu dalam Partai Demokrasi Indonesia
Jl)

longan Spritud yang terdiri dari NU, Parmus, PSI1 dan Perti
"satu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
longan Karya.
Jijakanmengharuskanfud partai dan pemakaian azastungga
2ini menyulitkan partai PDI dan PPP dan menguntungkan
Ikar. Bas sfanatisid am kehilangan minat memilih PPP, sebab
nyasudah berubah menjadi pancasila, demikanjugadengan
ssafanatik nasionaiskehilangan minat untuk memilih PDI,
)| azasnya pun sudah pancasilajuga. Sedangkan Golkar
an pihak diuntungkan, dengan keluarnyabasismassafanatic
nasing partal tersebut, semakin memudahkan Golkar meme-
Pemilu. Menurut Deliar Noer, pemakaian asas tunggal
a menimbulkan masalah, yakni :1) Menafikan adanya
n paham daam masyarakat; 2) Menghalangi orang yang satu
erkelompok memperjuangkan pahamnya; 3) Menafikan
n antaraagamadan politik—sekulerisasi; 4) Mengandung
JUngan kearah partal tunggdl ; 5) Menghdangi berkembangnya
aham yang bersumber agamadalam kegiatan politik.
telah pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 Golkar sdldu
tkan suaradi atas 50% di setiap pemilu, sedangkan PPPdan
< banyak memperol eh suarasecaranasiona maupun lokal.
istem kepartaian kitadi masaorde baru ada ah sistem kepar-
ti parati dengan satu partai dominan, yakni Golkar. Menurut
Mas oed ada6 Strategi yang dilakukan oleh penguasaorde
1k mengendalikan partai politik saingan Golongan Karya,
adanyamekanismerecall anggotaparlemen oleh ketuapartai
intaan pemerintah; 2) Sdeks pimpinan parta harusmendapat
2 (persetujuan) dari pemerintah; 3) Intervens dalam kongres
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“calon yang tidak disetujui pemerintah tidak dapat dipilih;
I negeri dicegah menjadi anggota PPP dan PDI, tetapi
memilih Golkar; 5) Mencegah partai mengorganisasikan
pal ketingkat desa; 6) Melakukan penelitian khususter-
1legidatif danmenyingkirkan Calon Legidatif yang dianggep
N dengan pemerintah.

I politik di eraorde baru tidak dapat mengembangkan
araoptima disebabkan berbagai rekayasaoleh penguasa.
ndis PDI dimasaOrde baru menurut Abdul Mgjid antara
dak mendapat kesempatan untuk mencerdaskan dan
kan kesadaran politik dan kesadaran ideol ogi rakyat; 2)
n otonomi untuk mengatur rumah tangga sendiri; 3)
1kemerdekaan memilih pemimpin sendiri; 4) Tidak mampu
| pengawasan secarateliti dan objektif terhadap pelaksana
1an; 5) Mengalami hambatan dan sumbatan dalam mel ak-
N mewuj udkan kedaul atan anggota dengan sewgjarnya
1h sendiri. Disebabkan berbagai rekayasapenguasaorde
oni-kroninya, makaGolongan Karyasdau menang mutlak

p pemilu.

Politik di Era Reformasi

areformas terdapat kebebasan mendirikan partai politik,
stusan partal politik berdiri untuk menghadapi pemilu 1999,
{ahdilakukan verifikas oleh panitiapenyelenggarapemilu
Ing berhak menjadi pesertapemilu 1999 hanya48 parta
il pemilu 1999 menunjukkantidak adanyapartai mayoritas
inyahubunganideol ogisantaramassapemilih dengan partai
gkarnas partai politik tahun 1955. W. Liddle menjelaskan
IsmassaPartai pemenang Pemilu 1999 antaralain PDIP
an 35% suarasecaranasional berasal dari suarabasisPNI;
dapatkan basis massa NU; PAN mendapatkan basis
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sMuhammadiyah; PBB mendapatkan bas smassamasyumi;
1dapatkan basis massa umat Islam; sedangkan Golkar
tkan suaradari pemilihnyayangloya. Kehadiran partai politik
iikian banyak dantidak adapartal yang mayoritas, menunjuk-
nkepartaian di masareformas addah multi partal tanpaparta

by

am persaingan untuk merebut kekuasaan sebagai presiden
1AM PR, parati politik terbagi kedalam tigakekuatan politik
aitu: 1) Kelompok Megawati (PDIP, PKP, PBTI, PDKB,
NI F-M =168); 2) Kelompok Habibie (Golkar, TNI, PDI,
)R, PP=163); 2) Poros Tengah (PPP, PKB, PAN, PBB,
J, PSII, PNU = 169). Persaingan dalam merebut jabatan
Jan ketuaM PR dimenangkan ol eh porostengah yang mampu
elompok Habibie. Ketua MPR dijabat oleh Amien Rais,
dijabat oleh Gusdur yang keduanyaberasal dari kelompok
ngah.

Fpunusashamengurangi parta politik di erareformed dilakukan
lus, yakni dengan menetgpkan ambang batas perolehan suara
;aranasiona (elektoral threshold) sebesar 2% sebagaimana
dalam UU no. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Partai politik
nperoleh suaradibawah 2% dinyatakan tidak lolos el ektord

| dan diharuskan berganti namajikamengikuti pemilu 2004.

nilu 2004 dil aksanakan setelah amandemen UUD 1945yang
nya memberikan peran penting bagi partai politik yakni
llkan pasangan calon presiden dan wakil secaralangsung.
2004 dilaksanakan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002
emilu dan Partai Politik, yang diikuti 24 partai politik yakni 6
ng lolos elektoral threshold Pemilu 1999 yakni PDIP, P.
PP, PAN, PKB, PBB ditambah dengan pesertabaru yakni
krat, PBR, PKS dll. Elektoral threshold Pemilu 2004
N sebesar 3%, akibatnya hanya7 partai yang lolosyakni
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Jlkar, P. Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PK S. Bagi partai

ytidek loloselectoral threshold diharuskan mengganti nama
jhedapi Pemilu 2009, namun hukuman tersebut tidak sempat
sebab menjelang pemilu dilaksanakan UU Pemilu diganti

J N0.10 Tahun 2008, yang tidak mengharuskan adanya
nama.

Pemilu Presiden secaralangsung tahun 2004, partai politik
n calon-calon untuk diusulkan menjadi presiden danwakil
ariode 2004-2009 yang dapat dirinci sebagal berikut: 1)
, didukung oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI; 2) Mega
dukung oleh PDIPdan PDS; 3) Wiranto—Gus Sholah,
=h partai Golkar dan PKB; 4) Amien—Siswono, diusung
5) Hamzah—Agum, diusung oleh PPP. Disebabkan tidak
sangan cal on yang mendapatkan suaralebih dari 50%+1,
lihan presiden dilanjutkan ke putaran kedua, yang diikuiti
1sangan calon, yakni pasangan SBY-Kalayang didukung
i Demokrat, PBB , PKPI—PAN dan PKS melawan
Nega-Hasyim yang didukung olen PDIP,PDS, P. Golkar,
{B. Pemilu 2004 dimenangkan oleh pasangan SBY-Kalla,
ini tetap melibatkan partai-partai politik yang bukan
jnyada am pemilihan presiden dalam kabinet mereka.
)jutnya padatahun 2009, penyederhanaan partai politik
<an dstem parlementary threshold 2,5%. Sesual pasa 202
No0.10 Tahun 2008 dijel askan bahwapartai politik yang
suara kecil 2,5%, tidak berhak mendapatkan kursi di
Jengan demikian suaranyahangus. Kemudian dadam Pasal
dijelaskan bahwakonsep parlementary threshold tidak
dapenentuan kursi DPRD provinsi & kabupaten/ kota.
tal politik yang lolosParlementary Threshold padapemilu
h Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PKS, PAN,
rindradan P. Hanura.
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Jkuman

stem kepartaian di Indonesia padamasaorde baru adalah
lItipartai dengan satu partai dominan yakni golongan karya.
nguasa orde baru melakukan berbagai usaha yang tidak
nokrats untuk sela umembuat Golongan Karyasdauunggul
1 PDI serta PPP tetap menjadi partai bonsai.
ahapenyederhanaan partal politik di eraordebaru dilakukan
-arapaksaan dengan menfusikan partai politik kedaamdua
ongan yakni golongan nasiondisdan golongan agama.
sebabkan adanyakebebasan mendirikan partai politik, maka
Jamasareformas muncul S stem kepartaian multi partai tanpa
tal dominan.

ahapenyederhanaan partai politik dilakukan lewat carayang
ihlunak, yakni dengan memberlakukan electoral threshold
daPemilu 1999 & Pemilu 2004, sedangkan pada Pemilu
09 diberlakukan parlementary threshold.

Latihan

askan teknik yang digunakan pemerintah orde baru untuk
ngendalikan partai politik!

askan keaedaan PDI dimasaorde baru menurut Abdul Madjid!

askan perbedaan model sistem kepartaian yang berlaku di
10rde baru dan reformasi!

askan metode penyederhanaan partal politik yang ditergpkan
Jamasareformasi!

'ustaka
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